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Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

a. bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Jambi terdapat beberapa Pasal yang belum sesuai
dengan kondisi saat ini, oleh karena itu perlu diadakan
perubahan;

bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat | Sumatera
Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Repubilik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat | Sumatera
Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5334);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574),

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Pada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 57 TAHUN 2011
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI JAMBI

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun
2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 125 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), sehingga
Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 125

Penggunaan UP bersifat revolving yang berarti bahwa jumlah
UP yang telah digunakan dapat dimintakan penggantian/
pengisian kembali kepada BUD selama tahun berjalan
hingga pada tanggal tertentu dimana pengguna anggaran
sudah tidak diijinkan lagi menerbitkan SPM-GU.

Penggantian/pengisian kembali Uang Persediaan (UP)
dapat dilakukan apabila UP telah terpakai sekurang
kurangnya sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari
jumlah UP yang diterima.

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan (UP) belum
mencapai 75 %, sedangkan SKPD yang bersangkutan
membutuhkan pendanaan yang melebihi sisa UP yang
tersedia, SKPD yang bersangkutan dapat mengajukan
tambah uang persediaan (TU).

UP/TU hanya dapat digunakan untuk pembayaran belanja
langsung berupa:

a. jenis belanja pegawai;

b. jenis belanja barang dan jasa sampai dengan jumlah Rp
10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per rekanan.

Belanja yang tidak dapat dibayar dengan UP/TU
sebagaimana dinyatakan pada ayat (4) menggunakan
pembayaran langsung melalui pengajuan SPP-LS/ SPM-LS.

Penggunaan TU tidak bersifat revolving yang berarti bahwa
jumlah TU yang telah digunakan untuk membayar belanja
kegiatan tertentu tidak dapat dimintakan penggantiannya
kembali, dan harus dipertanggungjawabkan sebulan sejak
diterimanya SP2D-TU, serta sisa TU yang ada pada
bendahara harus segera disetor ke rekening kas umum
daerah.

Pengajuan TU dapat dilakukan per kegiatan.

Bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas penggunaan
UP/TU yang dikelolanya.



(9) Penggunaan UP yang menyimpang dari ketentuan ayat (4) dapat
dikenakan sanksi berupa pengurangan jumlah UP berdasarkan
pertimbangan PPKD.

2. Diantara Pasal 125 dan Pasal 126 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal
125A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125A

1. Pencairan Dana UP oleh BUD dilaksanakan melalui transfer langsung
dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD.

2. Pembukaan dan penutupan rekening Bank Bendahara Pengeluaran
SKPD untuk menampung Dana UP harus mendapat ijin Gubernur
melalui permohonan Kepala SKPD dan diberitahukan secara tertulis
kepada BUD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Juli 2012

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 30 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 35



